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Abstract 
This study aims to gain a deep understanding of the facts and answers to issues relating to 
performance Permusyawaratn Agency Village in Implementing Legislation Functions in Sub 
Talatako Tojo Una - Una. The results showed that of the five indicators to measure performance In 
the Village Consultative Body Function Implementation Legislation in District Talatako using Agus 
Dwiyanto theory that productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and 
accountability. The performance of the five indicators, three indicators of productivity, quality of 
service and responsiveness not working well or still worse. While responsibility and accountability 
is already well underway. It can be concluded that the performance in the Village Consultative 
Body Function Implementation Legislation in District Talatako Tojo Una-Una is still not good. 
Keywords: Productivity, Quality of Service, responsiveness, responsibility, and accountability. 
 
Prinsip otonomi Daerah menggunakan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 
Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, 
peningkatan peranserta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena Desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya, maka Desa memiliki 
kewenangan untuk membuat dan menetapkan 
peraturan perundang-undangan untuk lingkup 
Desa, atau disebut dengan peraturan Desa.  
Kegiatan penyelenggaraan pemerin- 
tahan Desa di Kecamatan Talatako Kabupaten 
Tojo Una -Una dilaksanakan oleh pemerintah 
Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa, Penyelenggara pemerintah 
Desa diawasi oleh BPD Badan 
Permusyawaratan Desa yang berfungsi 
menampung aspirasi masyarakat, serta 
menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 
Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, 
sehingga masyarakat Desa merasa terlindungi 
oleh para wakil-wakilnya di BPD.  
Umumnya diakui bahwa keberhasilan 
dari setiap usaha manusia berkaitan erat 
dengan kualitas sumber daya manusia yang 
melaksanakan tugas pekerjaan yang 
diperlukan bagi pencapaian tujuan. Berbicara 
masalah sumber daya manusia sangat erat 
kaitannya dengan kinerja terhadap motivasi 
kerja seseorang dalam melaksanakan tugas 
dan pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya, dimana seseorang dalam 
melaksanakan pekerjaannya mempunyai 
motif-motif tertentu yang melandasi mereka 
sehingga mereka mau bekerja. Motif-motif 
tersebut harus dapat dibangkitkan melalui 
motivasi, karena motivasi merupakan 
dorongan kepada sesorang untuk bertindak 
melakukan suatu pekerjaan. 
Didalam suatu organisasi terdapat 
hubungan antara kinerja perorangan 
(Individual Performance) dengan kinerja 
organisasi (Organization Performance). Suatu 
organisasi pemerintah, dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-
kegiatan yang digerakkan oleh orang atau 
sekelompok orang yang aktif berperan 
sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya 
tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena 
adanya upaya yang dilakukan oleh orang 
dalam organisasi tersebut.  
Informasi mengenai kinerja aparatur 
dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh 
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terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk 
diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat 
hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu 
kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas 
dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh 
karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis 
interpretasi keberhasilan dan kegagalan 
pencapaian kinerja.  
Kinerja merupakan suatu kondisi yang 
harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada 
pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 
pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan 
dengan visi yang diemban suatu organisasi 
serta mengetahui dampak positif dan negative 
dari suatu kebijakan operasional. Mink 
(1993:27), mengemukakan pendapatnya 
bahwa individu yang memiliki kinerja yang 
tinggi memiliki beberapa karateristik, yaitu 
diantaranya : a) berorientasi pada prestasi, b) 
memiliki percaya diri, c) berpengendalian 
diri, d) kompotensi.  
Penilaian kinerja bertujuan untuk 
menilai seberapa baik pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaanya dan apa yang 
harus mereka lakukan untuk menjadi lebih 
baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan 
dengan merujuk pada isi pekerjaan yang 
mereka lakukan dan apa yang diharapkan 
untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan 
mereka (Rivai et.al, 2011:17). 
Konsep  kinerja pada  dasarnya  dapat  
dilihat  dari  dua segi,  yaitu  kinerja  pegawai  
(per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja 
pegawai adalah hasil kerja perseorangan 
dalam suatu organisasi, Sedangkan  kinerja  
organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja  yang  
dicapai  suatu organisasi. Kinerja  pegawai  
dan  kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  
yang  sangat erat. Tercapainya tujuan 
organisasi tidak bisa dilepaskan dari 
sumberdaya yang dimiliki olehorganisasi 
yang digerakan atau dijalankan pegawai yang 
berperan aktif sebagai pelakudalamupaya 
mencapai tujuan organisasi tersebut. 
Kinerja aparatur pemerintah merupakan 
suatu hal yang penting, karena disini aparatur 
pemerintah merupakan aktor-aktor yang 
memiliki pengaruh besar terhadap 
kepentingan masyarakat. Baik atau buruknya 
kinerja aparatur pemerintah yang  merasakan 
dampaknya  adalah masyarakat, sehingga 
kinerja aparatur pemerintah dituntut untuk 
selalu optimal. 
Oleh karena itu perlu adanya sebuah 
upaya untuk melakukan pengukuran terhadap 
kinerja sebuah oreganisasisasi. Sebagaimana 
pendekatan yang dikemukakan oleh Agus 
Dwiyanto (2008, 50:51), menjelaskan 
indikator untuk mengukur kinerja yang 
berorientasi pada proses (responsivitas, 
responsibilitas dan akuntabilitas) dan 
indikator yang berorientasi pada hasil 
(Produktifitas, dan kualitas layanan). 
Dengan demikian diharapkan 
penyelenggara pemerintah Desa akan tersusun 
dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih 
maju apabila di berbagai lapisan masyarakat 
Desa menunjukan kesadarannya terhadap 
pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. 
Sehingga masyarakat merasa terwakili 
kepentingannya untuk mencapai pemerintah 
Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur 
KKN. 
Analisis terhadap fungsi organisasi 
pemerintahan Desa dan badan 
permusyawaratan rakyat Desa dapat beragam 
dari satu Desa dengan Desa lain, ataupun 
Daerah satu dengan Daerah yang lain. Bahkan 
materi hukum adat yang dapat ditetapkan 
berlakunya dapat pula beragam dari satu 
Daerah ke Daerah lain. Keragaman sistem 
organisasi dan sistem perundangan setempat 
itu dapat ditampung dengan mengukuhkan 
peran Peraturan Desa yang ditentukan dan 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan 
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. 
Oleh karena itu, penting bagi setiap Daerah 
untuk mengatur mekanisme pembuatan 
Peraturan Desa tersebut sebagai pedoman 
kerja legislatif di Desa-Desa (Asshiddiqie, 
2006 : 298). Oleh karena itu, sudah saatnya, 
Peraturan Desa ini dikembangkan 
sebagaimana telah diperkenalkan dalam Pasal 
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3 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 
Nomor  4 Tahun 2006, yang menyatakan: 
“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 
menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat”. 
Mencermati fungsi BPD khususnya 
dalam hal legislasi di Desa, maka dapat 
dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang 
sangat penting dan strategis dalam proses 
pemerintahan di Desa. BPD secara langsung 
dapat mempengaruhi dinamika kehidupan 
masyarakat Desa. Dengan demikian 
penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk 
pemerintah Desa di  6 Desa di Kecamatan 
Talatako, Kabupaten Tojo Una - una haruslah 
mengacu pada aturan pemerintah yang 
ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai 
lembaga legislasi dalam pemerintahan Desa 
diharapkan benar-benar menjalankan 
tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang 
sudah ditetapkan.  
Dalam Menjalankan Fungsi legislasi, 
Badan Permusyawaratan Desa, harus 
memiliki sumber daya manusia yang 
profesional, kompetitif, dan memiliki 
pengetahuan dan pemahaman legal drafting, 
ataukah memiliki pemahaman tentang 
permasalahn hukum yang ada di lingkungan 
kerja Badan Permusyawaratan Desa 
bersangkutan, sehingga dapat memberikan 
rasa percaya masyarakat yang di wakili 
dengan melahirkan keputusan – keputusan 
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Harapan 
masyarakat yang cukup besar terhadap 
keputusan – keputusan yang pro rakyat oleh 
Badan Permusyawaratan Desa. 
Fakta yang terlihat di lapangan 
berdasarkan hasil observasi ternyata fungsi 
legislasi Badan Permusyawaratan Desa 
kurang berjalan optimal, hal ini dapat dilihat 
dari produk peraturan Desa yang kurang 
dihasilkan oleh Desa yang ada di kecamatan 
Talatako. Selain itu masih rendahnya peran 
Badan Permusyawaratan Desa yang ada di 
Kecamatan Talatako dalam merespon 
keluhan-keluhan masyarakat berkiatan dengan 
pelaksanaan program Pemerintah Desa yang 
ada di Kecamatan Talatako. Pengamatan lain 
yang peneliti dapatkan dilapangan adalah 
masih minimnya pelayanan yang diberikan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa berkaitan 
dengan legislasi sehingga minimnya peran 
masyarakat dalam proses legislasi. Begitu 
juga dengan masih kurangnya keterbukaan 
Badan Permusyawaratan Desa yang ada di 
Kecamatan Talatako dalam proses Legislasi 
sehingga masyarakat merasa kurang terlibat 
dalam proses legislasi. Selain itu peraturan 
Desa yang di buat terkadang dibuat begitu 
saja tanpa mengakomodir pendapat – 
pendapat dari masyarakat secara keseluruhan. 
Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah:  “Bagaimanakah Kinerja 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pelaksanaan fungsi Legislasi di Kecamatan 
Talatako Kabupaten Tojo Una - Una ?.” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah :“Memperoleh 
pemahaman yang mendalam dan jawaban atas 
fakta permasalahan yang berkaitan dengan 
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam 
Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kecamatan 
Talatako Kabupaten Tojo Una - Una.” 
 
METODE  
 
Penelitian merupakan suatu proses 
mencari kebenaran secara sistematis dalam 
waktu dengan mengunakan metode ilmiah 
serta aturan – aturan yang berlaku. Dilihat 
dari jenisnya penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Menurut  Lexy Moleong 
(2004:6), penelitian kualitatif adalah 
penelitian untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami subjek penelitian, misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain 
– lain secara holostik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata – kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah.  
Untuk Desain penelitian deskripsi, 
Moh. Nazir (2005:105) mendefinisikan 
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Desain penelitian deskriptif sebagai studi 
untuk menemukan fakta dengan interpretasi 
yang tepat. Desain penelitian ini juga untuk 
mengenal fenomena – fenomena yang terjadi 
pada populasi dalam rangka studi atau analisis 
selanjutnya.  
Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una - 
Una, yang terdiri dari 6 (enam) Desa. Alasan 
pemilihan lokasi, karena Kecamatan Talatako 
adalah salah satu kecamatan pemekaran dari 
Kecamatan Walea Kepulauan serta salah satu 
kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una 
- Una yang merupakan pemekaran 
Kabupaten Poso, yang sementara melakukan 
penataan pemerintahan Desa termasuk 
lembaga – lembaga Desa lainya yang ada di 
Kabupaten Tojo Una - Una. Adapun 
penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 
(tiga) bulan setelah usulan penelitian ini 
diujiankan dan telah mendapatkan izin 
penelitian dari Pascasarjana Untad Palu. 
Mengingat penelitian ini menggunakan 
Desain kualitatif, maka terdapat beberapa 
kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih 
informan, sebagai berikut : 1) informan harus 
mengalami langsung situasi atau kejadian 
yang berkaitan dengan topik penelitian; 2) 
informan mampu menggambarkan kembali 
fenomena yang telah dialaminya, terutama 
dalam sifat alamiah dan maknanya; 3) 
bersedia untuk diwawancara dan 
didokumentasiakan selama wawancara atau 
selama penelitian berlangsung; 4) 
memberikan persetujuan untuk 
mempublikasikan hasil penelitian. Sebagai 
wujud dari kriteria yang dikemukakan di atas, 
ditetapkan sumber data atau informan 
penelitian ini, yakni para pihak yang 
dipandang mengetahui secara mendalam 
berbagai hal menyangkut masalah penelitian 
ini. 
Penentuan informan dalam penelitian 
ini dilakukan secara Purposive, yaitu teknik 
pemilihan informan dengan pertimbangan dan 
tujuan tertentu.(sugiyono, 2010:216). Peneliti 
menetapkan informan berdasarkan anggapan 
bahwa informan dapat memberikan informasi 
yang diinginkan penelitian sesuai dengan 
permasalahan penelitian. Dengan kata lain 
informan yang dipilih yang baik pengetahuan 
ataupun keterlibatan mereka dengan 
permasalahan yang akan diteliti tidak 
diragukan lagi. Dengan demikian informan 
yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 
 
1. Camat   1 Orang 
2. Kepala Desa  3 Orang 
3. Ketua BPD   3 Orang 
4. Masyarakat   3 Orang 
   Jumlah   10 Orang 
 
Fokus yang akan diamati pada 
penelitian ini adalah kinerja BPD dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi di Kecamatan 
Talatako dengan mengunakan indikator – 
indikator ukuran kinerja menurut Agus 
Dwiyanto (2008), dengan demikian berikut 
ini defenisi konsep yang akan digunakan 
dalam penelitian berdasarkan indikator yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Produktifitas, dalam penelitian ini lebih 
diarahkan pada seberapa banyak  
peraturan/keputusan Desa yang dihasilkan 
oleh BPD dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan dalam menghasilkan produk 
peraturan/keputusan Desa oleh BPD. 
2) Kualitas layanan, dalam penelitian ini 
adalah proses legislasi yang dilakukan oleh 
BPD dapat memberikan kepuasan kepada 
masyarakat. 
3) Responsifitas, dalam penelitian ini adalah 
proses legislasi yang dilakukan BPD 
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. 
4)  Responsibilitas, dalam penelitian ini 
adalah diarahkan pada mekanisme 
pelaksanaan fungsi legislasi yang 
dilakukan BPD sebagai kebijakan 
organisasi yang ada. 
5) Akuntabilitas, dalam penelitian ini adalah 
sikap dan komitmen serta tanggungjawab 
yang di tunjukan BPD dalam 
melaksanakan fungsi legislasi. 
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Data menurut sumbernya terdiri atas 
data primer dan data sekunder (Sugiyono, 
2010:224). Adapun sumber data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Data Primer, yakni data yang diperoleh 
langsung dari para informan berupa 
informasi dilapangan, yang meliputi 
Kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi 
legislasi. Adapun narasumber adalah 
Camat, Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. 
2) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh 
melalui laporan – laporan/buku – 
buku/catatan – catatan yang berkaitan erat 
dengan permasalahn yang diteliti, 
diantaranya data dari segala kegiatan yang 
berkaitan dengan proses kinerja BPD serta 
dokumen – dokumen, meliputi peraturan 
Desa, monografi kecamatan, kondisi 
sarana dan prasarana, dan lain – lain. 
Dalam pengumpulan data penelitian ini, 
digunakan cara studi kepustakaan, penelitian 
terhadap dokumen–dokumen, observasi, dan 
melakukan wawancara dengan Camat, Badan 
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, 
Masyarakat yang relevan dengan masalah 
penelitian. Adapun jenis data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data 
sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
teknik yaitu: 
1) Observasi 
Pengumpulan data dilakukan yaitu 
pengamatan secara langsung dilapanggan 
mengenai objek dan subjek yang akan 
diteliti. Nazir (2005:212). Observasi 
merupakan upaya memperoleh data 
primer, yaitu merupakan teknik 
pengumpulan informasi melalui 
pengamatan pada saat sebelum dan saat 
proses penelitian sedang berjalan. 
Observasi dalam penelitian ini meliputi 
data tentang jumlah produk peraturan 
Desa. 
2) Wawancara 
Yaitu proses memperoleh keterangan 
melalui tanya jawab secara langsung atau 
tatap muka dengan responden untuk 
memperoleh keterangan mengenai objek 
yang diteliti (Nazir, 2005:234). 
Wawancara merupakan upaya untuk 
memperoleh data primer. Teknik 
wawancara yang penulis gunakan pada 
penelitian ini adalah melalui teknik 
wawancara terstruktur ( structured 
interview) dan wawancara tak berstruktur 
(unstructured interview) untuk 
memperoleh penjelasan yang rinci dan 
mendalam mengenai Kinerja Badan 
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi di Kecamatan Talatako 
Kabupaten Tojo Una – Una. 
3) Dokumentasi 
Sedangkan teknik dokumentasi digunakan 
untuk memperoleh data sekunder, yaitu 
dengan cara menelaah dokumen dan 
kepustakaan yang dikumpulkan dari 
berbagai dokumen seperti peraturan 
perundang – undangan, struktur organisasi 
dan tata kerja, keadaan pegawai, sarana 
dan prasarana. 
Penelitian Kinerja Badan 
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi di Kecamatan Talatako 
Kabupaten Tojo Una – Una, instrumen 
utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat 
bantu berupa pedoman wawancara, yaitu 
sejumlah pertanyaan terstruktur. Selain itu 
digunakan pula teknik wawancara tak 
berstruktur atau terbuka untuk menemukan 
informasi yang lebih mendalam tentang 
kinerja BPD dari Informan. 
Analisis adalah merupakan suatu proses 
penyusunan data supaya dapat ditafsirkan. 
Analisis merupakan pekerjaan yang tidak 
mudah dan memerlukan etos kerja dan 
ketelitian. Sedangkan data merupakan hasil 
pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 
maupun angka yang digunakan sebagai bahan 
untuk memperoleh informasi. Nazir 
(2005:346) mengemukakan bahwa analisis 
data merupakan bagian yang amat penting 
dalam metode ilmiah.  
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Proses pengolahan data merupakan 
tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan 
data. Dalam penelitian ini teknik yang 
digunakan dalam proses pengolahan data 
yaitu bergerak diantara perolehan data, 
reduksi data, penyajian dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Tahap pengolahan data 
diawali dari kegiatan dengan menggunakan 
Model Analisis Interaktif yang dikemukakan 
oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 
2012:92) dengan prosedur reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Reduksi Data (pengurangan data) 
Proses reduksi bertujuan menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 
mengorganisasi bahan empirik sehingga 
dapat diperoleh kategori-kategori tematik.  
2) Display data (penyajian data) 
Setelah data disajikan, karena masih ada 
data yang kurang maka pengumpulan data 
dilapangan dilakukan kembali sampai data 
menjadi lengkap. 
3) Menarik kesimpulan/verifikasi 
Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan 
pada fokus penelitian untuk disimpulkan 
dan kesimpulan harus diverifikasi selama 
penelitian berlangsung agar memudahkan 
pada kesimpulan akhir. 
Model komponen analisis Interaktif 
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 
(dalam Sugiyono, 2012 ; 92) dengan prosedur 
reduksi data, penyajian data dan menarik 
kesimpulan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Produktivitas 
Produktivitas merupakan efisiensi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
melaksanakan fungsi legislasi di Kecamatan 
Talatako. Kualitas kinerja BPD di Kecamatan 
Talatako dilihat dari segi jumlah produk 
peraturan Desa yang dihasilkan BPD.  
 
Peraturan Desa di Desa Kalia, Malenge dan Kabalutan Tahun 2016 
No Desa Judul Perdes No/Tanggal Penetapan 
1 Kalia 
Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa Kalia T.A 2016 
No 1 Tahun 2006 Tanggal 
10 Maret 2006 
2 Malenge 
Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa Malenge T.A 2016 
No 1 Tahun 2006 Tanggal 
25 Pebruari 2006 
3 Kabalutan 
Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa Kabalutan T.A 2016 
No 1 Tahun 2006 Tanggal 
24 Maret 2006 
Sumber: Data Sekunder, 2016 
 
Produktifitas kinerja BPD di Kecamatan 
Talatako masih kurang efisien dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-
hari. Hal tersebut dapat dilihat dari sekian 
banyak (masukan) aspirasi masyarakat yang 
masuk ke BPD hanya satu saja yang 
dihasilkan. Terdapat perbedaan yang relatif 
besar antara penggunaan aspirasi masyarakat 
yang masuk dengan penggunaan masukan 
yang sebenarnya terlaksana. Sebagai 
contohnya adalah peraturan yang terlaksana 
dilakukan oleh BPD hanya Perdes tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardino, SE 
selaku Camat Talatako yang menyatakan 
sebagai berikut: 
“Produk Peraturan yang dihasilkan oleh 
BPD di Kecamatan Talatako masih jauh dari 
apa yang diharapkan. Hal ini sesuai dari 
fakta yang kami temukan bahwa produk 
Peraturan Desa yang dihasilkan di semua 
Desa yang ada di Kecamatan Talatako, 
masing-masing Desa hanya mempunyai satu 
Perdes saja yaitu tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa”. (Wawancara 
30 Agustus 2016) 
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Dari hasil pembahasan diatas, dapat kita 
simpulkan bahwa produktivitas BPD di 
Kecamatan Talatako kurang baik, karena 
tidak mampu menghasilkan produk Peraturan 
Perundang-undangan untuk Desa sesuai 
dengan apa yang diharapkan masyarakat.  
 
Kualitas Layanan 
Kualitas layanan cenderung menjadi 
sangat penting dalam menjalankan fungsi 
legislasi BPD di Kecamatan Talatako. Banyak 
pandangan negatif yang terbentuk mengenai 
kinerja BPD yang muncul karena 
ketidakpuasan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan. Baik tidaknya 
pelayanan yang diberikan, akan berpengaru 
pada kinerja BPD di Kecamatan Talatako. 
Dengan demikian keputusan masyarakat 
terkait masalah kualitas pelayanan dapat 
dijadikan indikator Kinerja BPD.  
Oleh karena itu, untuk mengetahui 
seperti apa kualitas layanan BPD di 
Kecamatan Talatako maka peneliti tentunya 
mewawancarai beberapa informan terkait 
masalah kepuasan masyarakat dangan 
keputusan yang dihasilkan BPD di Kecamatan 
Talatako.  Seperti yang disampaikan Mansur 
Ambo Lolo selaku masyarakat Desa Malenge 
yang menyatakan sebagai berikut: 
“Kualitas layanan BPD belum baik, karena 
BPD hanya menampung aspirasi kami tetapi 
belum direalisasikan”(Wawancara 2 
Nopember 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Nasrun 
selaku masyarakat Desa Kabalutan yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Kualitas layanan BPD belum sesuai dengan 
apa yang kami harapkan karena terkadang 
keputusan yang dihasilkan BPD tidak selalu 
berpihak pada kami.” (Wawancara 17 
September 2016) 
Melihat hasil wawancara diatas, BPD di 
Kecamatan Talatako mempunyai pekerjaan 
rumah agar mendapatkan nilai positif dari 
kepuasan masyarakat di Kecamatan Talatako. 
Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
BPD di Kecamatan Talatako ini akan berjalan 
dengan baik dalam memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat. Maka dari itu, kualitas 
pelayanan harus ditingkatkan agar supaya 
kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi 
legislasi dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja BPD dalam untuk menghasilkan 
kualitas layanan adalah status pendidikan 
yang masih relatif  rendah.   
 
Komposisi Anggota BPD Desa Kalia, Malenge dan 
Kabalutan di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo 
Una-Una Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No Desa 
Tingkat Pendidikan  
Jml 
SD SMP SMA Diploma S1 S2 
1 Kalia 1  2  2     5  
2 Malenge  2  1  1  1   5  
3 Kabalutan 1  2  2     5  
Sumber : Data Sekunder, 2016 
 
Table diatas menunjukkan bahwa 
anggota BPD Desa Kalia dan Desa Kabalutan 
mempunyai tingkat pendidikan yang sama, 
dimana tamatan SMA sebanyak 2 orang, SMP 
sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang.  
Sedangkan Desa Malenge masih sedikit lebih 
maju dari tingkatan pendidikan anggota BPD, 
dimana Tamatan S1 sebanyak I orang, 
Diploma sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 
orang dan SMP sebanyak 2 orang.  Akibatnya 
kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya tidak berjalan dengan baik. Oleh 
karena itu untuk mengatasi semua ini 
tentunya pihak Kecamatan dalam hal ini 
Camat akan berencana membuat pelatihan-
pelatihan tentang fungsi legislasi bagi BPD 
yang ada di lingkungan Kecamatan Talatako. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardini, SE 
selaku Camat yang menyatakan sebagai 
berikut : 
“Kualitas layanan BPD di Kecamatan 
Talatako memang masih kurang baik. Hal ini 
dapat dilihat dari produk Perdes yang 
dihasilkan pertahun hanya satu perdes 
perDesa serta keputusan yang dihasilkan 
masih belum tepat sasaran, tetapi saya 
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berusaha agar tahun depan pelatihan buat 
BPD di kecamatan Talatako dapat terlaksana 
dan tingkat kepuasan masyarakat dapat 
tercapai” (Wawancara  30 Agustus 2016) 
Melihat hasil wawancara diatas, dapat 
diketahui bahwa kualitas layanan BPD di 
Kecamatan Talatako masih kurang baik. 
Sehingga Kecamatan Talatako dalam hal ini 
Camat, akan berupaya membuat pelatihan-
pelatihan Buat BPD agar diharapkan nantinya 
BPD dapat menghasilkan produk-produk 
Peraturan di Desa masing-masing sesuai 
dengan apa yang diharapkan masyarakat. 
 
Responsivitas 
Kemampuan BPD di Kecamatan 
Talatako diharapkan untuk lebih tanggap 
terhadap kebijakan Perdes yang dikeluarkan 
Kepala Desa dan bisa memahami kondisi 
yang berkembang serta apa yang menjadi 
prioritas untuk ditangani lebih dahulu sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Sikap adalah 
keadaan diri dalam manusia yang 
menggerakkan untuk bertindak atau berbuat 
dalam kegiatan sosial dengan perasaan 
tertentu di dalam menanggapi obyek situasi 
atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap 
dalam merespon keluhan masyarakat ini dapat 
dilihat dari aspek kepuasan kerja, keterlibatan 
pekerjaan dan komitmen organisasional dari 
masing-masing anggota BPD di Kecamatan 
Talatako. 
Tindakan BPD di Kecamatan Talatako 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat masih terdapat perbedaan antar 
individunya, terutama yang berkaitan dengan 
penyelesaian pekerjaan. Perbedaan tindakan 
tersebut merupakan manifestasi dari 
kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing 
anggota BPD. Tindakan BPD dalam 
memberikan pelayanan di Kecamatan 
Talatako kepada masyarakat sangat 
bervariasi; ada yang memiliki respon cepat, 
ada juga yang responnya lambat, ada yang 
yang aktif di masyarakat serta ada juga yang 
hanya bertindak pasif. 
Salah satu indikator responsivitas 
adalah keluhan masyarakat. Keluhan 
masyarakat menjadi tolak ukur, karena 
masyarakat menyampaikan keluhan, dan 
keluhan merupakan masukan untuk menjadi 
lebih baik. Keluhan masyarakat sendiri dapat 
diukur melalui seberapa jauh interaksi 
komunikasi yang terjalin antara BPD dengan 
masyarakat, hal tersebut dapat 
memperlihatkan gambaran bahwa apakah 
masyarakat sudah mempunyai akses terhadap 
informasi pelayanan yang dibutuhkan ataupun 
belum. Di Kecamatan Talatako responsivitas 
BPD nya dapat dinilai dari seberapa peka 
BPD tersebut dalam memberikan respon 
terhadap keluhan masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan. 
Sikap BPD dalam merespon keluhan 
masyarakat di Kecamatan Talatako kurang 
baik, dilihat dari aspek kepuasan kerja para 
aparatnya yang masih rendah. Keterlibatan 
BPD dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya belum memperlihatkan  
kefleksibilitasan yang bagus dengan ikut 
berpartisipasi langsung dan aktif dalam 
masyarakat dan hal ini menunjukkan 
sambutan yang negatif pula dari masyarakat 
di Kecamatan Talatako. 
Hasil observasi di lapangan juga 
ditemukan bahwa, sikap anggota BPD dalam 
merespon aspirasi masyarakat sudah belum 
baik. Hal ini terlihat dari penerimaan BPD 
terhadap pengaduan masyarakat yang datang 
ke kantor BPD untuk menyalurkan 
aspirasinya. Keluhan-keluhan yang selama ini 
disampaikan oleh masyarakat belum 
semuanya digunakan sebagai referensi bagi 
penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa 
mendatang seperti tuntutan/ keluhan 
masyarakat tentang masalah perbaikan jalan 
dan jembatan Desa dan lain-lainnya yang 
belum ditanggapi secara serius oleh 
pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Markar yang menyatakan sebagai berikut: 
“Keputusan atau peraturan yang dihasilkan 
BPD dan Kades belum sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. Karena dalam musrembangdes 
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kami sudah bersepakat tentang program apa 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 
Desa. Tetapi fakta dilapangan tidak sesuai 
dengan apa yang kami harapkan. Hal ini 
disebabkan kurangnya sinegi antara kepala 
Desa dengan BPD.” (Wawancara 5 
September 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Andi 
Lolo yang menyatakan sebagai berikut: 
“Keputusan atau peraturan yang dihasilkan 
BPD dan Kades belum sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. Karena kadang terjadi 
ketidaksepahaman antara Kepala Desa dan 
BPD. Kades ingin ini, tapi BPD inginya yang 
itu.” (Wawancara  2 Nopember 2016) 
Moh. Syaiful selaku BPD Malenge 
menyanggah pernyataan diatas yang 
menyatakan sebagai berikut : 
“Saya kira keputusan yang dihasilkan oleh 
BPD bekerja sama dengan Kepala Desa 
sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, 
walaupun masih ada aspirasi yang belum 
kami jangkau, tetapi itu merupakan hal yang 
wajar dengan segala keterbatasan yang kami 
miliki” (Wawancara  13 Oktober 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Ansar 
Haruna selaku Kades Kabalutan yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Keputusan atau peraturan yang dihasilkan 
BPD bersama kami selaku Pemerintah Desa 
sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Kalaupun ada yang tidak tercover itu 
mungkin tidak masuk dalam skala prioritas 
dari hasil musrembangdes dan musrembang 
kecamatan. Tapi kami berjanji aspirasi yang 
tidak tercover pada tahun ini akan 
dilaksanakan pada tahun depan” 
(Wawancara  15 September 2016) 
Melihat hasil wawancara diatas, dapat 
diketahui bahwa Responsivitas BPD di 
Kecamatan Talatako masih kurang baik. Hal 
ini dapat dilihat masih minimnya BPD 
merespon keinginan dari masyarakat dan 
kurang sinerginya kerjasama antara Kepala 
Desa dan BPD, sehingga kinerja yang 
dihasilkan BPD belum memenuhi harapan 
masyarakat. 
Responsibilitas 
Tanggungjawab diartikan sebagai 
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau 
berperilaku menurut cara tertentu, sedangkan 
wewenang adalah hak untuk melakukan 
sesuatu atau memerintah orang lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar 
mencapai tujuan tertentu. Tanggungjawab 
lebih besar peranannya dari pada wewenang 
itu sendiri. Adapun mengenai kejelasan 
tanggung jawab dan wewenang BPD di 
Kecamatan Talatako sudah diatur dalam 
Perda Kabupaten Tojo Una-Una No. 4 tahun 
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
Komitmen untuk melaksanakan 
tanggungjawab dan wewenang oleh anggota 
BPD diwujudkan sebagai sikap yang tertarik 
dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi 
yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan 
individu atas nilai dan tujuan BPD serta 
memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan 
BPD dan kesediaan bekerja keras untuk BPD, 
sehingga membuat individu tersebut betah 
dan tetap ingin bertahan di BPD tersebut demi 
tercapainya suatu tujuan dan kelangsungan 
kinerja di BPD tersebut. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Arfan selaku Ketua BPD 
Kabalutan yang menyatakan sebagai berikut : 
“BPD di Kecamatan Talatako sudah 
melaksanakan fungsi legislasinya dengan 
baik. Hal ini dibuktikan dengan kinerja yang 
perlihatkan oleh BPD berdasarkan 
tupoksinya dalam menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat” 
(Wawancara  15 September 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Mansur 
Ambo Lolo selaku masyarakat yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“BPD di Kecamatan Talatako sudah 
melaksanakan fungsi legislasinya. Karena 
BPD sudah menerima dan menyalurkan 
aspirasi dari kami selaku masyarakat” 
(Wawancara  2 Nopember 2016) 
Metode kerja yang digunakan BPD di 
Kecamatan Talatako dalam melaksanakan 
kewenangan, tugas dan fungsinya adalah 
dengan menerapkan prinsip koordinasi dan 
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konsultasi. Dalam melaksanakan tugasnya 
tersebut BPD selalu melakukan koordinasi 
dengan pihak pemerintah Desa, lembaga-
lembaga Desa lainnya maupun pihak 
kecamatan dan kabupaten. BPD juga selalu 
bertukar pikiran dengan masyarakat melalui 
para tokoh-tokohnya, agar BPD tahu apa yang 
memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas dibidang 
administrasi juga BPD di Kecamatan Talatako 
selalu berkoordinasi dan dibantu oleh 
perangkat Desa setempat. Metode kerja 
adalah merupakan dasar dari setiap tindakan. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardino, SE 
yang menyatakan sebagai berikut : 
“Mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi 
BPD di Kecamatan Talatako sudah baik. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya koordinasi 
seluruh unsur perangkat Desa bersama 
dengan masyarakat dalam menyusun serta 
mengawal Perdes yang telah dibuat” 
(Wawancara  30 Agustus 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Moh. 
Syaiful selaku Ketua BPD Malenge yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Pelaksanaan fungsi legislasi yang kami 
lakukan sudah berdasarkan mekanisme yang 
ada. Dimana kami menerapkan prinsip 
koordinasi dan konsultasi antar anggota 
BPD, pemerintah Desa maupun Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah 
Daerah” (Wawancara  13 Oktober 2016) 
Senada dengan apa yang dikemukakan 
Ketua BPD Malenge, Nasrun selaku 
Masyarakat Kabalutan yang menyatakan 
sebagai berikut: 
“Pelaksanaan fungsi legislasi BPD sudah 
sesuai mekanisme yang ada. Karena BPD 
dalam melaksanakan fungsinya selalu 
berkoordinasi dengan perangkat Desa dan 
Pemerintah Daerah serta masyarakat” 
(Wawancara  17 September 2016) 
 
Akuntabilitas 
Mekanisme pertanggungjawaban 
meliputi 2 hal: pertama, pertanggung jawaban 
kepada masyarakat yang dilakukan setiap 3 
bulan sekali dan kedua, pertanggungjawaban 
kepada pemerintah Daerah/Desa yang 
dilakukan setiap akhir tahun dan setiap akhir 
masa jabatan. Pertanggungjawaban kepada 
masyarakat meliputi informasi terkait 
pelaksanaan tugas, hasil kinerja, bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah dan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD, 
sedangkan pertanggungjawaban kepada 
pemerintah Desa/Daerah berupa laporan 
kegiatan akhir tahun anggaran dan akhir masa 
jabatan kepada pemerintah Daerah serta 
laporan keuangan BPD kepada kepala Desa. 
Media pertanggungjawaban yang 
digunakan kepada masyarakat adalah melalui 
media papan informasi yang berada di kantor 
BPD. Penginformasian laporan pertanggung 
jawaban BPD kepada masyarakat adalah 
proses kegiatan pelaporan BPD kepada 
masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan 
BPD melalui media atau pengumuman resmi, 
meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Mansur 
Ambo Lolo selaku masyarakat Desa Malenge 
yang menyatakan sebagai berikut : 
“Pertanggungjawaban BPD berupa hasil 
kerja dapat kami lihat pada papan informasi 
yang ada di kantor BPD. Sehingga kami 
dapat mengetahui sejauh mana BPD telah 
melaksanakan fungsi legislasinya” 
(Wawancara  2 Nopember 2016) 
Hal senada juga dikemukakan Ansar 
Haruna selaku Kades Kabalutan yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Kami dapat mengetahui informasi-informasi 
pokok dan pengumuman resmi di Kantor 
BPD. Dan itu merupakan pertanggung 
jawaban yang dilakukan BPD kepada 
masyarakat” (Wawancara  15 September 
2016) 
Dari hasil wawancara diatas dapat kita 
ketahui bahwa proses pertanggungjawaban 
yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan 
Talatako sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya papan informasi pada kantor BPD 
yang dimana papan informasi tersebut 
merupakan wadah informasi untuk 
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masyarakat mengenai kinerja serta 
pertanggungjawaban BPD. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa Kinerja Badan 
Permusyawaratan  Desa Dalam Pelaksanaan 
Fungsi Legislasi Di Kecamatan talatako 
Kabupaten Tojo Una – Una belum baik 
dimana masih terdapat dimensi yang kurang 
maksimal seperti : Produktifitas BPD belum 
baik karena peraturan yang dihasilkan hanya 
satu dalam periode setahun, kualitas layanan 
masih kurang baik karena keputusan yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat, Responsivitas BPD masih lemah 
dalam menjaring sejumlah keluhan 
masyarakat. 
 
Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas,  
maka yang menjadi saran adalah perlu 
dilakukan sosialisasi tentang kedudukan, 
tugas dan fungsi, hak dan kewenangan antara 
kepala Desa dan BPD sehingga kedua 
lembaga ini saling bersinergi dalam 
melaksanakan roda pemerintahan Desa 
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